




IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA 
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK 
























IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN 
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  













Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana 
pada Bagian Hukum Pidana 












































Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari : 
Nama                : Virginia Christina 
Nomor Pokok   : B111 11 064 
Bagian : Hukum Pidana 
Judul :Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana   
Penganiayaan  Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus 
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.) 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
 
Makassar, 29 Januari 2015 
 




Prof. Dr. Muhadar,S.H.,M.S 











































VIRGINIA CHRISTINA (B111 11 064) Implementasi Diversi Dalam 
Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi 
Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.) dibawah 
bimbingan Muhadar selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku 
Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi diversi dalam 
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada studi kasus 
perkara nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks dan untuk mengetahui 
kesiapan instansi terkait implementasi diversi dalam tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. 
Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan 
konkrit terhadap objek penelitian.  
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam 
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak pada studi kasus 
perkara nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. terlaksana dengan adanya 
kesepakatan antara pihak yang berperkara  dan dituangkan dalam bentuk 
penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah 
diupayakan diversi pada tahapan penyidikan di kepolisian dan penuntutan 
di kejaksaan. Dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak terjalin 
kesepakatan antara pihak yang berperkara karena permasalahan 
banyaknya ganti rugi. Dan kesiapan instansi terkait implementasi diversi 
dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dapat dilihat 
dari faktor yaitu 1) aturan pelaksanaannya dan 2) sumber daya manusia. 
Pertama, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi pedoman bagi 
instansi di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terkait implementasi 
diversi. Sehingga instansi siap dalam melakukan upaya diversi. Kedua, 
kesiapan dari segi sumber daya manusia yang dilakukan dengan 
mengadakan pendidikan dan pelatihan serta seminar atau workshop. Hal 
ini memberikan pemahaman kepada fasilitator diversi (penyidik, penuntut 
umum dan hakim) untuk mengimplementasikan proses diversi pada tindak 
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A. Latar Belakang Masalah 
Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan 
penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan 
mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi 
bangsa dan negara pada masa depan. Anak merupakan harapan orang 
tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan 
secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala 
kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak. 
Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati, 
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari 
kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang 
tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan 
semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya 
perilaku tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak, seolah-olah tidak 
berbanding lurus dengan usia pelaku. Selain itu, berbagai upaya 
pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera 
dilakukan.1 
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 Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. 
Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm.103. 
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Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan 
anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem 
peradilan anak (Juvenile Justice). Tujuan penyelenggaraan sistem 
peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi 
pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih 
difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut 
sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku 
tindak pidana. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan 
tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak 
seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena 
tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah 
merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari 
orang dewasa atau orang di sekitarnya.2 
Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem 
peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam 
status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar 
dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan 
kepada anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak 
jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh 
kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional 
dalam melakukan tindak kejahatan. Untuk melakukan perlindungan 
terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka 
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 Marlina. 2010. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana. 
Medan: USU. Press. hlm 1 
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timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk 
membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak 
yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karenanya, negara harus 
memberikan perlindungan terhadap anak apabila anak tersebut menjadi 
pelaku tindak pidana. Perlindungan anak ini dapat dilakukan dari segala 
aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap 
pergaulan anak dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan 
yang dibuat oleh suatu negara. 
Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan 
karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda 
(istimewa), memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya kelak di 
masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 
anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur perlindungan khusus 
yang dapat diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 
Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), 
perlidungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. 
Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia 
seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah 
perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan 
nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan 
berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu penegakan hukum, 
4 
ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, perlindungan 
anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan 
nasional yang memuaskan.3 
Pemberian perlindungan terhadap anak tidak hanya diberikan 
kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, namun juga kepada 
anak yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga dalam proses hukum 
dalam memberikan putusan pidana seharusnya juga mempertimbangkan 
masa depan si anak. Apabila anak berkelakuan baik maka baik pula masa 
depan bangsa itu. Pada sisi yang lain, anak merupakan kualitas sumber 
daya manusia sebagai subyek pembangunan bangsa sekarang dan yang 
akan datang. 
Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius 
yang dihadapi setiap Negara. Di Indonesia masalah tersebut banyak 
diangkat dalam bentuk seminar dan diskusi yang diadakan oleh lembaga 
pemerintah dan lembaga terkait lainnya. Kecenderungan meningkatnya 
pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang 
mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan 
penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum 
pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan 
perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda.4  
Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku 
orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang 
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 Romli Atmasasmita. 2007. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju.  
4
 Agung Wahyono dan Siti Rahayu. 1983. Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia. Jakarta: 
Sinar Grafika.  
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anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang 
dewasa, selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya 
tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak 
diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga 
keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas 
perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 
Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani 
perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan 
hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak 
hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak 
agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.5  
Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum 
menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait aparat hukum 
itu sendiri. Saat ini, menjadi perhatian KPAI adalah jumlah anak yang 
berhadapan dengan hukum dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 
orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak 
berakhir di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di 
Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang 
tidak layak untuk anak.6 Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana 
terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara. 
Indonesia memiliki payung hukum tentang perlindungan anak tetapi 
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sangat disayangkan sarana dan prasarana tidak ada yang akhirnya para 
aparat penegak hukum mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan 
permasalahan hukum yang dilakukan oleh anak. 
Jumlah tahanan anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam 
data Ditjen Permasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, tercatat 
pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana. Pada 
periode yang sama 2010, jumlahnya meningkat menjadi 6.271 narapidana 
anak. Lantaran keterbatasan Lembaga Pemasyarakatan (LP), sekitar 
3.575 narapidana anak (57%) terpaksa disatukan dalam satu lingkungan 
dengan tahanan dewasa,7 walaupun begitu putusan pidana penjara tetap 
saja menjadi alternatif favorit bagi hakim untuk memutus perkara yang 
dilakukan oleh anak. 
Sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka diberlakukan Perubahan 
fundamental dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dengan digunakannya pendekatan 
restoratif justice melalui sistem diversi. Dalam peraturan ini diatur 
mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi 
(penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses 
hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya memungkinkan 
diversi diberlakukan oleh penyidik berdasarkan kewenangan diskresioner 
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yang dimilikinya dengan cara menyerahkan anak yang berhadapan 
dengan hukum kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.  
Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili 
pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami 
masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak 
hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses 
penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan 
pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
proses diversi  adalah : 
“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan 
Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, 
Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional 
berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.  
 Akan tetapi, proses diversi ini hanya dapat dilakukan untuk tindak 
pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun 
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Contoh kasus anak 
yang melalui proses diversi yaitu Murid Kelas I SD Tewas Setelah 
Dikeroyok 3 Temannya. Muhammad Syukur Syaban (7) adalah murid 
Kelas I SD Inpres Tamalanrea V, Kompleks Perumahan Bumi Tamalanrea 
Permai (BTP), Kecamatan Tamalanrea, Makassar, meninggal dunia, 
Senin (31/3) di ruang perawatan ICU RS Ibnu Sina, Makassar. 
Penganiayaan bermula ketika sebelum pulang ke rumah dari sekolah, 
MSS (7) berkelahi dengan tiga rekan sekelasnya, IR (7), RS (6,9), dan AR 
(7). Seusai berkelahi, MSS ditemukan bapaknya di pinggir jalan. Di 
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rumahnya, MSS mengeluh sakit di bagian perut dan dada kepada ibunya. 
Selang dua hari setelah kejadian, sakit yang dirasakan tak kunjung 
sembuh. MSS dilarikan ke UGD setelah tersungkur di perempatan jalan 
sekitar 200 meter dari sekolahnya.8 Penyelesaian dalam kasus tersebut 
berdasarkan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
dengan menerapkan restoratif justice dan upaya diversi dimana 
penyelesaian dilakukan diluar persidangan dengan kesepakatan antara 
pihak terkait. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah : 
“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses 
peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. 
 
Banyak anak yang masih di tempatkan atau dititipkan di Lembaga 
Permasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi 
oleh terpidana anak setelah menerima putusan (vonis) oleh hakim, 
sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus 
diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan 
prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan 
prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hubungan keluarga tetap 
dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum lebih baik 
tidak ditahan atau dipenjarakan.  
Permasalahan saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan Undang-Undang 
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yang baru berlaku mulai 30 Juli 2014. Tujuan yang mulia termuat dalam 
ketentuan undang-undang tersebut guna mengimplementasikan asas 
kepentingan terbaik bagi anak. Namun ketika dipersingungkan dengan 
tujuan pemidanaan yang selama ini dianut dalam hukum pidana Indonesia 
maka akan menimbulkan beberapa hal yang kontradiktif. Sehingga 
diperlukan persiapan yang matang guna menerapkan ketentuan tersebut 
ke dalam sistem peradilan pidana saat ini. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul 
“Implementasi Diversi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang 
Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-
Anak/2014.PN.Mks) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka 
dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan di dalam 
penelitian ini :  
1. Bagaimanakah implementasi diversi dalam tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara 
Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Mks.) 
2. Bagaimanakah kesiapan instansi terkait implementasi diversi dalam 
tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus 
Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Mks.) 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui implementasi diversi dalam tindak pidana 
penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Perkara 
Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Mks.) 
2. Untuk mengetahui kesiapan instansi terkait implementasi diversi 
dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (Studi 
Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014.PN.Mks.) 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu 
pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana. 
b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi 
masyarakat dan penegak hukum dalam menegakkan ketentuan 
hukum dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi 
anak. 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat 
penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana 
khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana 
anak. 
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b. Diharapkan dapat menjadi salah satu topik dalam diskusi 
lembaga-lembaga mahasiswa pada khususnya dan civitas 
akademika pada umumnya. 
c. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan 
pertimbangan bagi kalangan praktisi hukum demi menciptakan 





















A. Keadilan Restoratif 
Keadilan restoratif atau restorative justice merupakan penyelesaian 
perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga 
mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari 
pernyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada 
keadaan semula, dan bukan pembalasan.9 Peradilan pidana anak dengan 
keadilan restoratif bertujuan untuk :10 
a. Mengupayakan perdamaian antara korban dan anak; 
b. Mengutamakan penyelesaian di luar proses peradilan; 
c. Menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan; 
d. Menanamkan rasa tanggung jawab anak; 
e. Mewujudkan kesejahteraan anak;  
f. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
g. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; 
h. Meningkatkan keterampilan hidup anak. 
Ada beberapa prinsip dasar dari restorative justice terkait hubungan 
antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, 
kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan 
sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, restorative 
justice adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang 
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melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap 
orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih 
menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) 
dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. 
ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan 
merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana 
yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara 
yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide restorative justice 
sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan 
pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.  
Beberapa ciri dari program-program dan hasil (outcomes) 
restorative justice antara lain meliputi: victim offender mediation 
(memediasi antara pelaku dan korban); conferencing (mempertemukan 
para pihak); circles (saling menunjang); victim assistance (membantu 
korban); ex-offender assistance (membantu orang yang pernah 
melakukan kejahatan); restitution (memberi ganti rugi atau 
menyembuhkan); community service (pelayanan masyarakat) adalah 
pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan; 
pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan serta 
pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat 
berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil. 11 
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B. Konsep Diversi 
1. Pengertian Diversi 
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari 
proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur 
hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, 
korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversi pada kasus 
seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan 
terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat. Anak didorong untuk 
bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian 
diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses 
formal untuk diselesaikan secara musyawarah.12 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak 
yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses 
peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan Resolusi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang United Nation Standard 
Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (The Beijing 
Rules).13 Konsep diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata 
pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana 
(president’s crime commissionis) Australia di Amerika Serikat pada tahun 
1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai 
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berdirinya peradilan anak (children’s court) sebelum abad ke-19 yaitu 
diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk 
melakukan peringatan (police cautioning). Prakteknya telah berjalan di 
Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara 
bagian Queensland pada tahun 1963. 
Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek 
negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya 
dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat 
penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang 
disebut diskresi.14 Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan 
formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan 
perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat 
bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di 
semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak 
pidana dengan melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan 
pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. 
Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan persuasif 
atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada 
seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi berupaya memberikan 
keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana 
sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut 
dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk 
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memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (appropriate treatment). Ada 
tiga jenis pelaksanaan program diversi yaitu:15  
a) Pelaksanaan kontrol secara sosial (social control orientation), 
yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam 
tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, 
dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang 
diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya 
dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku 
oleh masyarakat. 
b) Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (social 
service orientation), yaitu dengan melaksanakan fungsi untuk 
mengawasi, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada 
pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat membantu keluarga 
pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. 
c) Menuju proses restorative justice atau perundingan (balanced or 
restorative justice orientation), yaitu memberi kesempatan pelaku 
bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat serta 
membuat sebuah kesepakatan bersama antara korban, pelaku 
dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait 
dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan 
tindakan pada pelaku. 
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2. Tujuan Diversi  
Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa tujuan Diversi 
terdiri dari : 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak 
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan 
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak 
 
3. Syarat Diversi  
Syarat diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 dan Pasal 9 yang 
menentukan sebagai berikut : 
(1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan 
melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing 
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan 
pendekatan Keadilan Restoratif. 
(2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, 
dan/atau masyarakat. 
(3) Proses Diversi wajib memperhatikan: 
a. kepentingan korban; 
b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; 
c. penghindaran stigma negatif; 
d. penghindaran pembalasan; 
e. keharmonisan masyarakat; dan 
f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.  
 
Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut : 
(1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan  
Diversi harus mempertimbangkan : 
a. kategori tindak pidana; 
b. umur anak; 
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c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan 
d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. 
(2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban 
dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan 
keluarganya, kecuali untuk: 
a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; 
b. tindak pidana ringan; 
c. tindak pidana tanpa korban; atau 
d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum 
provinsi setempat. 
 
4. Kewenangan Diversi  
Kewenangan Diversi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 Ayat (1) dan 
(2) yang menentukan sebagai berikut : 
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan  
perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. 
(2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
dalam hal tindak pidana yang dilakukan: 
a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; 
dan 
b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. 
5. Proses Diversi 
Di samping aturan tentang pelaksanaan diversi menurut undang-
undang, terdapat aturan turunan sebagai aturan pelaksana dari upaya 
diversi pada setiap tingkatan. Aturan tersebut berupa : 
a. Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian  
Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip 
diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu 
pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana 
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formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai 
terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan 
ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan 
informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan 
keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik 
lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. 
Kepolisian diarahkan agar sedapat mungkin mengembangkan 
prinsip diversi dalam model restorative justice guna memproses perkara 
pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam 
komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus 
dipahami sebagai kenakalan anak. Tindak pidana anak juga harus 
dipandang sebagai pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar 
manusia sehingga memunculkan kewajiban dari semua pihak atau seluruh 
komponen masyarakat untuk terus berusaha dan membuat segala 
sesuatu menjadi lebih baik melalui keterlibatan semua pihak untuk 
mengambil peran guna mencari solusi terbaik bagi kepentingan pihak-
pihak yang menjadi korban dan juga bagi kepentingan anak sebagai 
pelaku. 16 
b. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 
Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan 
Pidana Anak. 
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PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan 
proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan 
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut 
merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh sebab itu, 
Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup 
peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman 
pelaksanaan diversi di pengadilan. Tahapan proses diversi 
berdasarkan PERMA tersebut dimulai dengan penunjukan 
Fasilitator Diversi oleh Ketua Pengadilan yang terdapat dalam 
Pasal 1 ayat (2) mengatur sebagai berikut : 
(1) Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua 
Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. 
Selanjutnya, hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hari 
musyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan 
orangtua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial 
profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang 
perlu hadir dalam proses diversi. Setelah hari musyawarah diversi 
ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa 
tahapan. Tahapan tersebut terdapat dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah 
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Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi 
Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut :17 
(1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan 
perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan 
tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk 
disepakati oleh para pihak yang hadir. 
(2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi. 
(3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan 
Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang 
perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran 
untuk memperoleh penyelesaian. 
(4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada : 
a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan. 
b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan 
dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang 
diharapkan. 
c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi 
tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. 
(5) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang 
keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk 
memperoleh penyelesaian. 
(6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil 
perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan 
informasi untuk mendukung penyelesaian. 
(7) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat melakukan 
pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak. 
(8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam 
Kesepakatan Diversi. 
(9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi 
memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak 
bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat 
setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat 
dilaksanakan Anak, atau memuat itikad tidak baik.  
 
 Proses diversi mencapai kesepakatan dimana para pihak 
bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan 
diversi, antara lain : 
1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; 
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 Lihat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
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2) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali; 
3) Keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan keterampilan dan 
pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang diselenggarakan di Lembaga Penempatan Anak 
Sementara (LPAS). 
Proses diversi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversi 
membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para 
pihak dan dilaporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian, ketua 
pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversi. Hakim akan 
menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Sedangkan 
proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya 
kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak 
tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, yaitu : 
Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal : 
a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau 
b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. 
Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama 
sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam 





1. Definisi Anak 
Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan 
karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda 
(istimewa), dan memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di 
masa depan, serta juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik 
bagi anak (the best interest of child). Menurut Nicholas McBala18 dalam 
buku Juvenile Justice System mengatakan anak yaitu periode di antara 
kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa 
perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan, 
termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.  
Perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan 
Nasional. Melindungi anak adalah melindungi  dan membangun manusia 
seutuh mungkin. Hakekat dari pembangunan nasional adalah 
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. 
Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan 
memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan 
anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat 
mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan 
pembangunan nasional. Anak adalah potensi sumber daya insani bagi 
pembangunan nasional, karena itu pembinaan dan pengembangannya 
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 Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich. 2002. Juvenile Justice System 
an International Comparison of Problem and Solutions. Toronto: Eduacational Publishing 
Inc. hlm 4 
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dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi 
pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menandakan bahwa 
perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan 
pembangunan nasional yang memuaskan. 
Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
penerapan hukum terhadap anak memiliki pendefinisian tentang anak 
berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh tujuan dari pembentukan 
suatu peraturan perundang-undangan dalam memberikan bentuk 
perlindungan hukum terhadap anak sehingga batasan konsep tentang 
anak berbeda-beda. Berikut definisi anak menurut beberapa ketentuan 
perundang-undangan sebagai berikut : 
1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang 
dikerjakan ketika umurnya 16 (enam belas) tahun, hakim dapat 
menentukan: memerintahkan supaya dikembalikan kepada orang 
tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau 
memerintahkan yang bersalah diserahkan kepada pemerintah 




2. Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Pasal 30 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 




3. Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, 
mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah 
berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun”. 
 
 
4. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. 
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut : 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 
 
 
5. Anak dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut :  
“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 
(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“. 
 
 
6. Anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak, mendefinisikan anak 
sebagai berikut : 
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, 
kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan 
bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.  
 
7. Anak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.  
Pasal 1 angka (26) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, mendefinisikan anak sebagai berikut : 
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“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan 
belas) tahun”. 
 
8. Anak dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak. 
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak, mendefinisikan anak sebagai berikut :  
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum pernah kawin”. 
 
9. Anak dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM)  
Pasal 1 angka 5  Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang 
Hak Asasi Manusia (HAM), mendefinisikan anak sebagai berikut :  
“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 
 
 
10. Anak dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003  
Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang 
dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun, sebagai berikut : 
 “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun 
wajib mengikuti pendidikan dasar”. 
Definisi anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 
diatas berbeda dengan definisi anak menurut hukum Islam dan hukum 
adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan 
seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. 
Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat 
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kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-
tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. 
Artinya, seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum 
memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana 
ditentukan dalam hukum Islam. 
Mengenai penjelasan tentang pengertian anak tidak ada 
keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana 
kita memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih ditemukan 
pengertian yang berbeda-beda. Dari beberapa penafsiran pengertian 
tentang anak yang dikemukakan di atas maka sehubungan dengan 
penelitian ini yang dimaksud dengan anak adalah anak sebagai pelaku 
tindak pidana yang merujuk ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dengan 
anak dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan sebagai berikut : 
1) Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang 
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak 
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.  
2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, 
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana.  
3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, 
mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh 
tindak pidana.  
4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya 
disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di 
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sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, 
dilihat, dan atau dialaminya sendiri. 
 
2. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) 
Istilah delinkuen berasal dari Delinquency, yang diartikan dengan 
kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata juvenile 
delinquency erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata delinquent act 
diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. 
Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka 
disebut delinquency. Jadi delinquency mengarah pada pelanggaran 
terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan 
hanya hukum negara saja.19  
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 
delinkuensi adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang 
melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut 
peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan lain yang 
hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Pengertian delinquency menurut Simanjuntak : 
a. Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingah laku yang 
merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana 
dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang 
dilakukan oleh para delinquent. 
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b. Juvenile delinquent itu adalah pelaku yang terdiri dari anak 
berumur di bawah 21 tahun, yang termasuk yurisdiksi pengadilan 
anak atau juvenile court.  
 Selanjutnya Kartini Kartono mengemukakan juvenile delinquency 
ialah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak-anak muda; 
merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan 
remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang. 
Juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis artinya anak-anak, anak muda, 
ciri karakteristik pada masa muda dan sifat-sifat khas pada periode 
remaja. Delinquent berasal dari kata latin delinquere yang artinya 
terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, 
kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat 
diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. Delinquency selalu 
berkonotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang 
dilakukan oleh anak muda dibawah usia 22 tahun.20  
Menurut Romli Atmasasmita istilah delinquency tidak identik 
dengan istilah kenakalan dan istilah juvenile tidak identik dengan istilah 
anak. Istilah juvenile delinquency lebih luas artinya daripada istilah 
kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih 
cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah 
kejahatan anak-anak.21 
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 Kartini Kartono. 1998. Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Jakarta: Raja Grafindo 
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 Romli Atmasasmita. 1983. Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja. Jakarta: Armico. 
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 Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa kenakalan anak 
mencakup tiga pengertian, yaitu : 
a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak 
pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak 
belum dewasa dinamakan delinquency seperti pencurian, 
perampokan, dan pembunuhan.  
b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang 
menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian 
kelompok, dan sebagainya. 
c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan 
perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan 
sebagainya yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang 
menjadi orang-orang jahat.22 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Juvenile Delinquency 
adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma 
hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. 
Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari 
pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang 
melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara 
kejadiannya adalah proses alami yang dimana setiap manusia harus 
mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya. Apabila 
dibiarkan tanpa adanya pembinaan dan pengawasan yang tepat, cepat 
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dan terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini akan 
menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat 
kriminalitas. 
D. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum 
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Secara umum tindak pidana terhadap 
tubuh dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
disebut penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan 
tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam 
memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai sengaja menyebabkan 
perasaan tidak enak (penderitaan), menimbulkan rasa sakit (pijn) atau 
luka (letsel) pada tubuh orang lain. Berikut ini penulis mengemukakan 
pandangan dari beberapa ahli hukum, antara lain : 
1. D. Simons, mengatakan bahwa : 23 
“Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang 
telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat dihukum”. 
 
2.  J. Bauman, mengatakan bahwa : 24 
 
“Perbuatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 
dilakukan dengan kesalahan”. 
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 Tongat. 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan. 
Malang: UMM Press. hlm 105 
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 Ibid. hlm. 106 
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Batas umur anak yang melakukan tindak pidana menurut Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebelum berumur 16 
(enam belas) tahun. Hal tersebut berbeda dengan hukum adat, dalam 
hukum adat tidak terdapat pemisahan secara jelas antara batasan umur 
seorang yang telah cakap bertindak dan orang yang masih di bawah umur 
adalah mereka yang belum mempunyai kecakapan untuk bertindak. 
Menurut Ter Haar seorang tokoh adat mengatakan bahwa hukum adat 
memberikan dasar untuk menentukan apakah seseorang itu anak-anak 
atau orang dewasa yaitu melihat unsur yang dipenuhi seseorang, yaitu 
apakah anak tersebut sudah kawin, meninggalkan rumah orang tua atau 
rumah mertua dan mendirikan kehidupan keluarga sendiri.25 
Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat tidak dikenal 
adanya suatu perbatasan umur tertentu untuk menyatakan apakah 
seseorang sudah dewasa atau belum, hal ini hanya tergantung pada 
keadaan yang dapat dilihat apakah seorang anak sudah dapat mengurus 
diri sendiri dan mengurus kepentingannya serta ikut dalam kehidupan 
hukum dan sosial di dalam lingkungan di mana dia berada. Atau dengan 
kata lain hanya dapat dilihat dari ciri-ciri nyata yang ada pada diri 
seseorang. Dalam hukum Islam juga demikian, orang yang telah dewasa 
disebut orang yang telah akil baliq yaitu dihitung sejak seorang laki-laki 
mengalami mimpi basahnya yang pertama dan pada wanita dihitung sejak 
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haid pertama atau lebih menampakkan kematangan bersetubuh dengan 
orang lain. 
Dengan melihat apa yang telah diuraikan diatas, maka penentuan 
umur seseorang yang belum akil baliq dan yang telah akil baliq menurut 
hukum Islam sangatlah sukar sekali, tetapi dapat diketahui dari segi 
pandangan biologis menunjukkan bahwa: 
a) Umur 0 sampai 1 tahun disebut masa bayi. 
b) Umur 1 tahun sampai 12 tahun disebut masa anak-anak. 
c) Umur 12 tahun sampai 15 tahun disebut masa puber. 
d) Umur 15 tahun sampai 21 tahun disebut masa pemuda. 
e) Umur 21 tahun ke atas sudah berada pada tingkat dewasa. 
Dari segi pandangan ini, maka masa remaja dapat ditandai dengan 
ketentuan umur seperti disebut diatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
masa remaja yaitu antara 12 tahun sampai 20 tahun. Sudut pandang 
yuridis, dimana undang-undang menyebutkan batas umur sesuai dengan 
permasalahan yang diatur. 
  
E. Sanksi Pidana dan Tindakan Bagi Anak 
Sanksi pidana dan tindakan bagi anak diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 
69 sampai Pasal 83 mengatur pidana yang terdiri dari pidana pokok, 
pidana tambahan, dan tindakan yang menentukan sebagai berikut : 
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a. Pidana Pokok 26 
Pidana Pokok bagi anak terdiri dari atas: 
1) Pidana peringatan 
Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak 
mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 
 
2) Pidana dengan syarat 
(1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal 
pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.  
(2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum 
dan syarat khusus.  
(3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama 
menjalani masa pidana dengan syarat.  
(4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 
untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang 
ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan 
kebebasan anak.  
(5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa 
pidana dengan syarat umum.  
(6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun. 
(7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum 
melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan 
melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan 
yang telah ditetapkan.  
(8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 
(sembilan) tahun.  
  
Pidana dengan syarat terdiri dari: 
1. Pembinaan di luar lembaga; 
 
 Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan : 
a) Mengikuti program pembinaan dan penyuluhan yang   
dilakukan oleh pejabat pembina; 
b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau 
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c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya. 
 
 
2. Pelayanan masyarakat;  
 
Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang 
dimaksud untuk mendidik Anak dengan meningkatkan 
kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. 
Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling 
singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh).  
 
3. Pengawasan  
 
Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 
3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 
Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Anak ditempatkan di bawah 




3) Pelatihan Kerja 
(1) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 
ayat (1) huruf c dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan 
pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.  
(2) Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) 
tahun.  
 
4) Pembinaan dalam lembaga 
(1) Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat 
pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang 
diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.  
(2) Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila 
keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan 
masyarakat.  
(3) Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) 
bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.  
(4) Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya 
pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) 
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5) Penjara  
(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan 
Khusus Anak) apabila keadaan dan perbuatan Anak akan 
membahayakan masyarakat.  
(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 
½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 
orang dewasa.  
(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 
(delapan belas) tahun.  
(4) Anak yang telah menjalani ½ (satu per dua) dari lamanya 
pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan 
pembebasan bersyarat.  
(5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya 
terakhir.  
(6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara 
seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara 
paling lama 10 (sepuluh) tahun. 
 
b. Pidana Tambahan  
Pidana tambahan terdiri atas : 
a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.  
b) Pemenuhan kewajiban adat. Yang dimaksud dengan kewajiban 
adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan 
norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat 
Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.  
c. Tindakan 
(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: 
a. Pengembalian kepada orang tua/Wali; 
b. Penyerahan kepada seseorang; 
c. Perawatan di rumah sakit jiwa; 
d. Perawatan di LPKS; 
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e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan 
yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; 
f. Pencabutan surat izin mengemudi; atau 
g. Perbaikan akibat tindak pidana. 
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf 
e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.  
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali 
tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 
(tujuh) tahun.  
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 
Dalam Pasal 83 menentukan tindakan penyerahan Anak sebagai 
berikut :  
(1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan 
untuk kepentingan Anak yang bersangkutan. 
(2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk 
membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan 
pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan. 
 
 
F. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia 
Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) 
peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, 
baik hukum pidana meteriil, hukum pidana formil maupun hukum 
pelaksanaan pidana. Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara 
pengertian “criminal justice process” dan “criminal justice system”. 
Pengertian criminal justice process adalah setiap tahap dari suatu putusan 
yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang 
membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian 
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criminal justice system adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap 
instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.27 
Salah satu sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia 
adalah sistem peradilan pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak 
merupakan terjemahan dari istilah The Juvenile Justice System, yaitu 
suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang 
tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum 
dan penasehat huku, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak 
dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.  
Di dalam kata sistem peradilan pidana anak, terdapat istilah “sistem 
peradilan pidana” dan istilah anak. Kata “anak” dalam frasa “sistem 
peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan 
dengan sistem peradilan pidana dewasa. Apabila mengacu pada Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, maka yang 
dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak 
pidana, atau pun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak”. 
Definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni 
mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga 
mengakibatan penafsiran yang tidak tunggal. 
Pada praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang 
anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal 
tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalan 
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kekelurgaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga 
diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem 
peradilan anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum. 
Pada akhirnya Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian 
perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tahapan yang 
dimaksud akan diuraikan sebagai berikut :28 
1. Penyidikan  
Penyidikan diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
menentukan sebagai berikut : 
(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik 
yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk 
oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi 
dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 
(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. telah berpengalaman sebagai penyidik; 
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah Anak; dan  
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 
(4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas 
penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan 
tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang 
dewasa.  
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Pasal 27  
(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, 
Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari 
Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana 
dilaporkan atau diadukan.  
(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta 
pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, 
psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau 
Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. 
(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban 
dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari 
Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan 
Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.  
 
2. Penuntutan  
Penuntutan diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 
menentukan sebagai berikut :  
(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut 
Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa 
Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. 
(2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :  
a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum; 
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami 
masalah Anak; dan 
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. 
(3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas 
penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang 
melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang dewasa.  
 
 
3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan  
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam Pasal 52 
sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2012, menentukan sebagai berikut :  
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(1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis 
hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) 
hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.  
(2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari 
setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai 
Hakim.  
(3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari. 
(4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi 
pengadilan negeri.  
(5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, 
Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta 
kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk 
dibuat penetapan.  
(6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara 
dilanjutkan ke tahap persidangan.  
 
Pasal 53  
(1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.  
(2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu 
sidang orang dewasa.  




Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang 
dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan 
putusan.  
 
Pasal 55  
(1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang 
tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan 
hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk 
mendampingi Anak.  
(2) Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, 
sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau 
pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing 
Kemasyarakatan. 
(3) Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal 




Pasal 56  
Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan 
sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta 
orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum 
lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.  
 
G. Instrumen Hukum Internasional Tentang Hak-Hak Anak 
1) Konvensi Hak-Hak Anak  
Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) 
merupakan instrumen yang berisi rumusan prinsip-prinsip universal dan 
ketentuan norma hukum mengenai anak. Konvensi Hak Anak merupakan 
sebuah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang 
memasukan masing-masing hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, 
sosial dan budaya. Secara garis besar Konvensi Hak Anak dapat 
dikategorikan sebagai berikut, pertama penegasan hak-hak anak, kedua 
perlindungan anak oleh negara, ketiga peran serta berbagai pihak 
(pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam menjamin penghormatan 
terhadap hak-hak anak. 29 
Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, definisi anak adalah setiap 
manusia yang belum berumur 18 tahun, setiap manusia berarti tidak boleh 
ada pembeda-pembeda atas dasar apapun, termasuk atas dasar ras, 
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau 
keyakinan lainnya, kebangsaan, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, 
cacat atau tidak, status kelahiran ataupun status lainnya, baik pada diri si 
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anak maupun pada orang tuanya. Salah satu hak anak adalah hak atas 
perlindungan khusus, yang dimaksud adalah hak perlindungan khusus 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai pelaku. 
Dalam hal ini khususnya jajaran penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dll) 
berkewajiban untuk melakukan penanganan permasalahan anak (ABH) 
dengan benar dan penuh kehati-hatian dengan dasar prinsip-prinsip 
konvensi hak-hak anak. 
Majelis umum PBB mengadopsi konvensi ini melalui Resolusi 
Majelis Umum PBB No.44/25 dan terbuka untuk ditandatangani, pada 20 
November 1989 pada peringatan 30 tahun Deklarasi Hak Anak. Konvensi 
ini mulai berlaku pada 20 November 1989 setelah jumlah negara yang 
meratifikasinya memenuhi syarat. Indonesia melakukan penandatanganan 
konvensi ini pada 26 Januari 1990 dan melakukan ratifikasi terhadap 
konvensi ini mulai Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang 
dikeluarkan pada 25 Agustus 1990. Beberapa hal penting dalam Konvensi 
Hak-Hak Anak antara lain yaitu ditetapkannya bahwa definisi anak adalah 
setiap manusia yang belum berumur 18 tahun.  
Konvensi hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia 
(HAM) yang fokusnya pada penanganan hak anak. Konvensi hak anak 
merupakan instrumen internasional yang dibuat secara universal dengan 
tidak menbedakan hak anak di seluruh dunia. Pengesahan Konvensi hak-
hak anak oleh PBB memiliki dua tujuan pokok, yaitu: (1) menetapkan 
standar universal hak-hak anak; (2) melindungi anak-anak dari eksploitasi 
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penyalahgunaan dan penganiayaan. Oleh karena itu konvensi hak anak 
harus bersifat universal, tidak diskriminasi dan rasialis. Hal ini untuk 
kepentingan seluruh anak di dunia. Dari sinilah maka konvensi hak anak 
menetapkan beberapa prinsip dasar sebagai standar, yakni: 
a. Non diskriminasi 
Hak yang diakui dalam konvensi hak anak tidak membeda-
bedakan suku, agama, keyakinan, etnik, latar belakang budaya, 
latar belakang pendidikan, serta latar belakang sosio ekonomi. 
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child).  
Segala sesuatu atau tindakan yang diambil oleh konvensi hak 
anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, bukan 
bagi pembuat kebijakan atau kelompok tertentu. 
c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (survival and 
development).  
Konvensi hak anak menjamin hak hidup yang melekat pada anak 
tanpa terkecuali. 
d. Penghargaan terhadap pendapat anak (Respect the views of the 
child) 
Setiap anak mempunyai hak untuk berpendapat atas suatu 
masalah yang menimpa dirinya, termasuk dalam menentukan 
arah pendidikan atau keluarga. 
Kepentingan terbaik bagi anak (Best Interest of the child) 
merupakan salah satu prinsip utama perlindungan anak sesuai dengan 
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semangat Konvensi Hak-Hak Anak yang semestinya menjadi dasar dan 
acuan bagi setiap pihak dalam menangani dan menyelesaikan 
permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (anak sebagai 
pelaku).  
 
2) Beijing Rules (Standard Minimal Internasional Pemenjaraan 
Anak) 
Beijing Rules merupakan salah satu instrumen hukum yang sering 
digunakan sebagai landasan administrasi peradilan bagi anak. Prinsip 
umum dalam dokumen ini adalah bahwa setiap remaja atau anak yang 
sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan 
yang ditetapkan dalam peraturan ini. Sedangkan prinsip khususnya 
memuat beberapa rumusan, yaitu bahwa sistem peradilan bagi anak-anak 
akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan 
kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan 
pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk 
pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-
pengaturan lanjutannya. Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain 
yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk 
memutuskan perkara menuntut kebijaksanaan mereka, tanpa 
menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal. 
Dengan demikian penting untuk menekankan perlunya langkah-
langkah alternatif. Dari prinsip-prinsip tersebut diatas memberikan 
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penjelasan akan pentingnya perlindungan terhadap anak akan privasi 
orang-orang berusia muda (anak dan anak remaja) yang sangat rentan 
terhadap stigmatisasi dan pentingnya melindungi anak dari pengaruh-
pengaruh merugikan yang ada diakibatkan oleh publikasi di media masa. 
 
3) The Tokyo Rules (Peraturan Standar Minimum Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Untuk Upaya Non-Penahanan) 
Menghindari penahanan sebelum diadili, pada butir 6.1 Penahanan 
pra-peradilan haruslah digunakan sebagai langkah terakhir dalam proses 
peradilan, guna menghormati investigasi atas kejahatan yang dituduhkan 
dan untuk perlindungan masyarakat dan korban.30 
 
4) Havana Rules (Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk 
Perlindungan Anak yang dicabut kebebasannya) 
Sistem peradilan bagi anak hendaknya menjujung tinggi hak-hak 
dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para 
anak. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan 
terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus 
luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih 
awal. Menghilangkan kebebasan anak haruslah dikenakan pada kondisi-
kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya 
dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan 
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khas, status, dan persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, 
kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip 
dan prosedur yang dituangkan dalam peraturan ini dan Peraturan-
Peraturan Minimum Standard Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai 
Administrasi Peradilan bagi Anak. 
 
5) Riyadh Guidelines (Panduan Riyadh) 
 Prinsip yang dirumuskan dalam Riyadh Guidelines adalah bahwa 
program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan kenakalan anak 
agar dikembangkan dan badan pengawasan sosial yang resmi agar 
dipergunakan sebagai upaya akhir. Penegak hukum dan petugas lain 
yang relevan, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak 
dan agar terbiasa menerapkan semaksimal mungkin program-program 
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A. Lokasi Penelitian 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar tepatnya pada 
kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri 
Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar.  
Alasan penulis memilih lokasi kantor Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar karena pada perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, 
upaya diversi dilakukan pada tingkat penyidikan. Selain di tingkat 
penyidikan, diversi juga dilakukan pada tingkat penuntutan di Kejaksaan 
Negeri Makassar. Sedangkan alasan penulis memilih lokasi Pengadilan 
Negeri Makassar dikarenakan diversi pada tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak dilaksanakan pada proses pemeriksaan di pengadilan sebelum 
persidangan dimulai. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer  
Data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan 
baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber maupun 
wawancara dengan pihak tekait dalam hal ini pihak Kepolisian 
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Resort Kota Besar Makassar, Kejaksaan Negeri Makassar dan 
Pengadilan Negeri Makassar. 
2. Data Sekunder  
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, karya 
ilmiah, artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan dan 
bahan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
1. Penelitian Literatur (Literature Research)  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan   
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel, yang berhubungan dengan objek penelitian. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research)  
Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan 
melakukan wawancara atau interview dengan Penyidik di 
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Penuntut Umum di 
Kejaksaan Negeri Makassar dan Hakim di Pengadilan Negeri 
Makassar. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh penulis akan dianalisis secara kualitatif, 
kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk 
penjelasan (deskriptif) dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif 
yang ditemukan di lokasi penelitian. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  
A. Implementasi Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang 
Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Perkara Nomor 20/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Mks.) 
1. Posisi Kasus  
Kasus ini melibatkan Terdakwa Sultan Hasanuddin (17 tahun), 
bersama dengan Sikri dan Dedi. Kasus ini bermula pada hari Kamis 
tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 21.00 WITA, saat itu korban yang 
bernama Andi Najamuddin berboncengan dengan temannya yang 
bernama Ayu melewati Jl. Balang baru dimana pada saat yang sama 
terdakwa bersama dua temannya yaitu Sikri dan Dedi sedang jongkok-
jongkok di pinggir kanal. Ketika korban melewati terdakwa dan rekannya, 
korban mengatakan permisi sambil menundukkan kepalanya, kemudian 
rekan terdakwa bernama Sikri memanggil korban untuk singgah namun 
korban tidak mau singgah. Sehingga terdakwa dan dua rekannya 
mengejar korban. Setelah terdakwa dan rekannya berhasil mengejar 
korban, rekan terdakwa yang bernama Sikri memukul korban 
menggunakan tanggannya secara berulang kali yang mengenai pelipis 
kanan, dahi kiri, jidat, dagu dan punggung korban. Kemudian terdakwa 
memukul korban menggunakan tangan kanannya ke arah muka korban 
lalu menendang dada korban. Dan rekannya yang bernama Dedi juga ikut 
memukul muka dan menendang korban. Alasan mereka melakukan 
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penganiayaan terhadap korban dikarenakan tersangka sakit hati, 
sebelumnya ada teman tersangka yang bernama Didin dibusur oleh anak 
dangko yang tidak diketahui namanya. Akibat perbuatan penganiayaan 
bersama teman-temannya, menyebabkan korban Andi Najamuddin Alias 
Andi mengalami luka bengkak dan memar sebagaimana surat Visum et 
Repertum tanggal 26 Agustus 2014.    
2. Implementasi Diversi Pada Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar (Polrestabes Makassar) 
Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk 
tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian 
perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau 
criminal justice system yang perkembangannya terdapat satu konsep 
penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep ini 
dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya 
kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.  
Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari 
penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Dua proses yang 
ditempuh pada setiap penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan 
dan penyidikan. Kedua proses tersebut merupakan bagian dari wewenang 
kepolisian yang selama ini menjadi awal dari proses peradilan pidana. Hal 
tersebut juga berlaku pada proses peradilan pidana anak. Dalam proses 
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peradilan pidana anak memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh 
anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering menjadi sorotan 
masyarakat. Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes) 
mencatat setidaknya ada puluhan kasus tindak pidana yang dilakukan 
oleh anak. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel berikut : 
Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak Tahun  
2011- 2014  




6 8 7 11 
2. Penganiayaan 6 7 18 24 
3. Pencurian 1 1 1 2 
4. Perbuatan cabul 5 4 4 10 
5. Pemerkosaan 2 10 8 22 
6. Perzinahan - 2 1 - 
7. 
Membawa senjata tajam 
tanpa izin 








- - 1 - 
10. Perdagangan orang 1 - 2 - 
11. KDRT - - 1 1 
Sumber: Polrestabes Makassar, 23 Januari 2015 
53 
Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ada berbagai 
kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kejahatan tersebut meliputi: 
penganiayaan, pemerkosaan, bahkan sampai pada Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT). Hal ini mengindikasikan bahwa anak telah 
menjadi salah satu pelaku tindak pidana di umurnya yang masih muda. 
Fakta tersebut menjadi bukti bahwa kejahatan masa kini tidak lagi 
mengenal usia. Dan tugas dari aparat penegak hukum dalam melakukan 
pencegahan terhadap kejahatan tidak maksimal dilakukan. 
Salah satu tindak pidana anak yang menjadi objek penelitian 
penulis adalah tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan, penganiayaan tersebut melibatkan beberapa anak yang 
menjadi tersangka (Sultan, Sikri dan Dedi) dan korban (Andi Najamuddin). 
Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyelidik diketahui 
bahwa telah terjadi tindakan penganiayaan. Hal ini didasari pada laporan 
korban yang sesaat setelah kejadian tindak pidana penganiayaan yang 
dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan laporan tersebut polisi kemudian 
menangkap tersangka Sultan Hasanuddin. Dalam proses penyidikan, 
pihak kepolisian telah melakukan upaya mediasi untuk mempertemukan 
antara korban, pelaku dan keluargannya.  
Berdasarkan wawancara dengan Wahyudi Suleman32 bahwa dalam 
proses penyidikan, pihak kepolisian yang diwakili oleh penyidik selalu 
melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang 
                                                     
32
 Wawancara dengan Wahyudi Suleman, dilakukan pada tanggal 27 Januari 2015, 
jabatan sebagai Penyidik. (13:46 wita) 
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dilakukan oleh anak. Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep 
diversi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya 
dengan pihak tersangka dan juga pihak-pihak yang secara tidak langsung 
berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi. Seperti yang dilakukan oleh 
pihak kepala sekolah jika tindak pidana terjadi, atau pihak RT/RW jika 
tindak pidana terjadi di lingkungannya. Dalam proses tersebut penyidik 
menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk 
perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. 
Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk 
mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, 
korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang 
dinginkan oleh pihak korban.  
Dalam tahapan inilah ditentukan apakah proses mediasi berhasil 
atau tidak. Jika keluarga korban sepakat untuk berdamai maka mediasi 
dianggap berhasil dan proses pemeriksaan perkara dihentikan dengan 
alasan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Namun 
sebaliknya, jika keluarga korban bersikeras untuk tetap melanjutkan 
proses hukum yang ada, maka proses diversi tidak berhasil.  
Pada kasus penganiayaan yang disebutkan di atas memang ada 
proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Namun proses mediasi itu 
tidak berhasil. Karena ada beberapa penyebab diversi tidak berhasil, 
diantaranya :   
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a. Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara 
berlangsung;   
b. Pihak yang ada pada proses diversi dianggap tidak perlu hadir. 
Sehingga proses diversi menjadi absurd atau kabur, dan 
c. Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka. 
Setiap perkara pidana yang melibatkan anak, telah diupayakan 
diversi oleh penyidik dari kepolisian, namun jarang yang berhasil 
mencapai kesepakatan diversi sehingga perkara pidana anak yang tidak 
berhasil didamaikan seperti pada kasus penganiayaan di atas selanjutnya 
dilimpahkan ke kejaksaan.  
3. Implementasi Diversi Pada Kejaksaan Negeri Makassar 
Pada tahapan ini penulis melakukan penelitian mengenai 
implementasi konsep diversi di Kejaksaan Negeri Makassar (Kejari). 
Setiap tahapan proses peradilan pidana anak, selalu diupayakan diversi 
berupa mediasi. Hal ini juga berlaku pada kasus-kasus tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak yang tidak berhasil mencapai kesepakatan pada 
proses diversi di kepolisian. Proses diversi selanjutnya dilakukan di 
kejaksaan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian 
kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Nur Fitriani33 bahwa selama 
ini, kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak selalu diupayakan 
diversi. Akan tetapi, sebagai pihak yang ikut melakukan upaya diversi, 
                                                     
33
 Wawancara dengan Nur Fitriani, dilakukan pada tanggal 22 Januari 2015, jabatan 
sebagai Penuntut Umum. (14:19 wita) 
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penuntut umum belum bisa melakukan diversi di kejaksaan. Hal ini 
dikarenakan karena peraturan pelaksana dari Jaksa Agung sebagai 
peraturan turunan dari undang-undang yang mengatur diversi belum 
dikeluarkan. Keadaan ini menjadikan penuntut umum tidak mampu 
melakukan upaya diversi sendiri meskipun ada undang-undang yang 
mengaturnya. Upaya diversi yang selama ini selalu dilakukan bersama 
hakim sebagai fasilitator diversi di Pengadilan Negeri Makassar. Karena 
pada pokoknya, aturan turunan pelaksanaan diversi hanya dimiliki oleh 
pengadilan. Aturan yang dimaksud itu adalah Peraturan Mahkamah 
Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaa 
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan hal ini, 
penuntut umum selaku penegak hukum melakukan upaya diversi 
bersama-sama hakim di pengadilan. 
4. Implementasi Diversi di Pengadilan Negeri Makassar 
Diversi merupakan sebuah konsep untuk mewujudkan keadilan 
restoratif yang terletak pada proses peradilan itu sendiri, lebih spesifik lagi 
yaitu pada bagaimana membuat rekonsiliasi atau kesepakatan antar pihak 
yang terlibat dalam perkara pidana anak sehingga diversi dapat 
dilaksanakan. Dalam proses persidangan, titik urgensi terletak pada peran 
hakim dan penasihat hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 
Pengadilan Negeri Makassar sebagai fasilitator pengupayaan diversi 
dalam perkara pidana yang melibatkan anak. Sehingga, Mahkamah 
Agung melihat sebuah tujuan yang sangat bermanfaat dari proses diversi 
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ini dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik 
Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman 
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) 
Nomor 4 Tahun 2014 semakin memberikan legitimasi adanya konsep 
diversi dalam menyelesaikan proses pemeriksaan perkara pidana yang 
dilakukan oleh anak. Menurut Nathan Lambe34, bahwa PERMA tersebut 
menjadi lex specialis terhadap penegakan hukum dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak dalam hal upaya diversi. Secara keilmuan diversi 
dapat dipelajari, dan dalam tahap pelaksaannya di lapangan banyak yang 
berhasil mencapai kesepakatan. Salah satu kasus yang pernah di mediasi 
oleh Arie Winarsih (Hakim) di Pengadilan Negeri Makasar adalah Kasus 
Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Sultan bersama 
rekannya terhadap Andi Najamuddin dengan nomor registrasi 20/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Mks. Sebelumnya, upaya diversi berupa proses mediasi 
telah diupayakan pada tindak penyidikan di kepolisian dan pemeriksaan 
perkara di Kejaksaan Negeri Makassar, namun proses mediasi tersebut 
gagal dan tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan amanat Undang-
Undang untuk melakukan upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan, 
maka berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 sebelum proses 
persidangan dimulai, hakim wajib melakukan upaya diversi untuk 
mendamaikan terdakwa dan korban. Pada kasus ini, akhirnya tercapai 
                                                     
34
 Wawancara dengan Nathan Lambe, dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015, jabatan 
sebagai hakim. (15.30 wita) 
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kesepakatan antara terdakwa (Sultan) dan korban (Andi Najamuddin). 
Adapun kesepakatan yang terjalin antara terdakwa dan korban, yaitu : 
1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan 
yang dilakukannya; dan 
2. Orang tua terdakwa dan terdakwa mengganti seluruh biaya 
pengobatan korban. 
Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka hakim yang 
memeriksa perkara tersebut sekaligus menjadi fasilitator diversi 
mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut: 
1. Menyatakan penghentian pemeriksaan perkara Nomor: 
20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks. atas nama Terdakwa Sultan 
Hasanuddin alias Sultan; 
2. Membebanan biaya perkara kepada negara. 
Penetapan tersebut menandakan bahwa kesepakatan telah 
tercapai antara terdakwa dan korban serta telah diakui menurut Undang-
Undang. Namun tentu saja, ada juga beberapa kasus yang tidak mampu 
diselesaikan secara diversi bahkan setelah perkara itu sampai di 
Pengadilan. Adapun kendala selama mengupayakan penerapan diversi 
terhadap perkara pidana yang melibatkan anak, menurut Arie Winarsih 
terdapat pada kesulitan dalam mencapai kesepakatan antar pihak yang 
terlibat dalam perkara pidana anak. Hal ini disebabkan karena antar pihak 
yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti 
rugi terjadinya perkara pidana.  
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Konsep diversi seperti yang diuraikan sebelumnya menciptakan 
koordinasi antara penyidik, penuntut umum dan hakim yang menjadi 
fasilitator dalam upaya diversi. Hal ini merupakan amanah yang kemudian 
diwujudkan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Sehingga, pada setiap tingkatan pemeriksaan proses penyelesaian 
perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus diupayakan proses 
diversi. Diharapkan agar semua kasus-kasus yang melibatkan anak dapat 
didamaikan dengan upaya diversi yang dilakukan. 
B. Kesiapan Instansi terkait Implementasi Diversi dalam Tindak 
Pidana Penganiayan yang dilakukan oleh Anak (Studi Kasus 
Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks.) 
1. Aturan Pelaksanaan Diversi  
Pelaksanaan diversi tentang tindak pidana penganiayaan yang 
dilakukan oleh anak, maka setiap instansi dihadapkan pada keadaan 
dimana konsep diversi berbeda dengan sistem peradilan pidana yang 
telah berlaku semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artinya 
bahwa setiap instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, 
dimungkinkan untuk dilaksanakannya diversi dalam penyelesaian perkara 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Namun dengan adanya 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan landasan hukum secara legitimate 
bagi setiap instansi tersebut untuk melakukan upaya diversi. Upaya diversi 
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yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada 
di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di 
Pengadilan.  
Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur 
tentang pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang 
tersebut juga mengatur bagaimana proses diversi dilakukan dan terhadap 
tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversi. 
Adapun hal lain yang diatur dalam UU-SPPA adalah bentuk kesepakatan 
yang terjadi jika diversi berhasil dilakukan.  
Adanya Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, 
penuntut umum di kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan 
upaya diversi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal 
ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara 
kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversi dalam 
setiap tahapan sistem peradilan pidana. Kesiapan tersebut akan 
berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversi untuk 
mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak 
pidana maupun sebagai korban tindak pidana.      
2. Sumber Daya Manusia (SDM) 
Di samping unsur aturan Undang-Undang, pelaksanaan upaya 
diversi pada kasus-kasus yang melibatkan anak, tentunya unsur sumber 
61 
daya manusia dari aparat penegak hukum sebagai pihak yang diberikan 
wewenang untuk melakukan upaya diversi tersebut. Sumber daya 
manusia tentu memiliki posisi sendiri dalam proses penegakan hukum dan 
dalam hal kesiapan instansi kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam 
mengupayakan diversi. Lawrence M. Friedman menyebutkan ada tiga 
unsur yang berpengaruh pada sistem hukum35, yaitu struktur hukum, 
substansi hukum dan budaya hukum. Maka, sumber daya manusia 
menempati posisi struktur hukum pada teori sistem hukum yang 
disebutkan oleh Lawrence tersebut.  
Berkenaan dengan aspek kesiapan instansi terkait dalam 
implementasi diversi, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum 
memegang peranan penting dalam melaksanakan upaya diversi. Artinya, 
bahwa upaya diversi tidak akan terlaksana dan berhasil jika penyidik, 
penuntut umum dan hakim tidak ada. Dan upaya diversi akan berhasil jika 
mereka mempunyai ilmu dan keterampilan dalam mengupayakan 
kesepakatan dalam proses diversi tersebut. Untuk meningkatkan keilmuan 
dan keterampilan para aparat penegak hukum, maka perlu dilakukan 
berbagai upaya yang mengarahkan keilmuan dan keterampilan mereka.  
Menurut Arie Winarsih selaku Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar,36 bahwa ada beberapa cara dalam meningkatkan kualitas 
                                                     
35
 Achmad Ali, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 
(Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Kencana Prenada Media  
Group. Jakarta. hlm 204. 
36
  Wawancara dengan Arie Winarsih, dilakukan pada tanggal 15 Januari 2015, jabatan 
sebagai hakim. (11.14 wita) 
62 
keilmuan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya diversi, 
diantaranya : 
a. Pendidikan dan Pelatihan 
Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan sebagai kegiatan 
untuk meningkatkan kadar keilmuan para hakim dalam 
memahami dan kemudian nantinya melaksanakan upaya diversi 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sampai di 
Pengadilan Negeri. Menurut Nur Fitrianty bahwa pihak kejaksaan 
yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa telah mengikuti pelatihan 
bagi penegak hukum yang dilakukan oleh pemerintah secara 
terpadu. Bentuk pelatihan tersebut mengenai sosialisasi 
terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak biasanya dilakukan selama 
seminggu atau paling lama sebulan sesuai jadwal pelatihan yang 
telah disiapkan oleh pemerintah selaku penyelenggara pelatihan. 
Pelatihan tersebut bertujuan agar aparat penegak hukum 
memahami secara betul filosofi dari diversi dalam mewujudkan 
keadilan restoratif. Sehingga, dalam mengupayakan diversi 
nantinya mampu menghasilkan kesepakatan antara pelaku dan 
korban yang keduanya adalah anak. 
b. Seminar dan Workshop 
Seminar dan workshop menjadi cara kedua untuk 
mempersiapkan sumber daya manusia dari para aparat penegak 
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hukum dalam mengimplementasikan diversi. Kedua kegiatan 
tersebut biasanya dilakukan oleh Mahkamah Agung yang 
bekerjasama dengan Pengadilan Tinggi setempat seperti 
Pengadilan Tinggi Negeri Makassar dalam mengadakan seminar 
dan workshop sebagai kegiatan sosialisasi dari Undang-Undang 
Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Arie Winarsih bahwa 
seminar dan workshop dilakukan setelah adanya pendidikan dan 
pelatihan. Hal ini ditujukan sebagai penunjang keilmuan 
berdasarkan informasi terbaru terhadap proses diversi. 
Kedua kegiatan yang dijelaskan sebelumnya yakni 
pendidikan dan pelatihan serta seminar dan workshop menjadi 
kegiatan yang dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan 
memberikan pemahaman kepada aparat penegak hukum untuk 
menjalankan tugasnya dalm mengupayakan proses diversi. 
Proses diversi yang dimaksudkan berupa mediasi sebagai jalan 
penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadian atau 
melalui jalur non-hukum. 
Kesimpulannya, dapat dipahami bahwa kesiapan instansi 
terkait proses diversi berkaitan erat dengan aturan pelaksanan 
diversi dalam hali ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan sumber daya 
manusia berupa aparat penegak hukum yang menjadi fasalitator 
diversi baik dari penyidik, penuntut umum dan hakim. 
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Berdasarkan uraian tersebut, bahwa ketiga instansi terkait 
(kepolisian, kejaksaan dan pengadilan negeri) telah siap untuk 
melakukan upaya diversi dalam menyelesaikan perkara tindak 
pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak seperti pada 
kasus Sultan (17 tahun) yang berhasil menyepakati perdamaian 
dengan beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh hakim. 
Selanjutnya diharapkan akan lebih banyak lagi proses 
diversi yang berhasil mewujudkan kesepakatan antara pihak 
yang berperkara agar konsep keadilan restoratif yang ingin 
dicapai dari proses diversi dapat terlaksana. Hal ini juga akan 
memberikan pelajaran penting kepada pihak orang tua agar 
menjaga dan lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar 
perbuatan penganiayaan yang terjadi sesama anak tidak 














Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh 
penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Proses diversi pada kasus tindak pidana penganiayaan yang 
dilakukan oleh anak dengan nomor perkara 20/Pid.Sus-
Anak/2014/PN.Mks. yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri 
Makasar terlaksana dengan adanya kesepakatan antara pihak 
yang berperkara  dan dituangkan dalam bentuk penetapan. 
Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan 
diversi pada tahapan penyidikan di kepolisian dan penuntutan di 
kejaksaan. Namun, dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak 
terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara karena 
permasalahan banyaknya ganti rugi. 
2. Kesiapan instansi terkait implementasi diversi dapat dilihat dari 
faktor : 1) aturan pelaksanaannya dan 2) sumber daya manusia. 
Pertama, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi 
pedoman bagi instansi-instansi (Kepolisian, Kejaksaan dan 
Pengadilan) terkait implementasi diversi. Sehingga lembaga-
lembaga tersebut siap melakukan upaya diversi. Kedua, kesiapan 
dari segi sumber daya manusia yang dilakukan dengan 
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mengadakan pendidikan dan pelatihan serta seminar atau 
workshop. Hal ini ditujukan untuk memberikan pemahaman 
kepada para fasilitator diversi (penyidik, penuntut umum, dan 
hakim) untuk mengimplementasikan proses diversi pada tindak 
pidana yang dilakukan oleh anak. 
B. Saran  
Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dalam melakukan 
penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dimana anak 
belum dikategorikan sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, adanya 
proses diversi dalam undang-undang tersebut memberikan dampak yang 
signifikan terhadap penyelesaian perkara anak. Ada beberapa catatan 
yang perlu diperhatikan, yaitu : 
1. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali 
memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan oleh anak agar 
lebih optimal dalam melakukan upaya diversi, diharapkan 
kedepannya lebih banyak lagi proses diversi yang berhasil 
mewujudkan kesepakatan antara pihak yang berperkara agar 
konsep keadilan restoratif yang ingin dicapai dari proses diversi 
dapat terlaksana.  
2. Jaksa selaku penuntut umum dan hakim yang menjadi fasilitator 
diversi untuk berusaha optimal dalam melakukan diversi; dan 
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3. Kepada para orang tua agar menjaga dan lebih memperhatikan 
pergaulan anaknya agar perbuatan penganiayaan yang terjadi 
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